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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/1450

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar
baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Nomor 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesi Tahun 2014 Nomor 615);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;

10.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 meliputi :

1. Pelayanan Data dan Informasi;

2. Pelayanan Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya air.

Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana
terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah menyusun, menetapkan maklumat
pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan
Standar Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan
dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi
masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.

Unit Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
berada di kantor Dinas dan Balai PSDA.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah menetapkan petugas khusus
layanan, petugas pengelola pengaduan dan Tim Survey
Kepuasan Masyarakat.
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KEDELAPAN :  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

S.R. EKO YUNIANTO

TEMBUSAN :
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
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Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 000.8.3.4/1450

Tanggal : 31 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

A. PENYAMPAIAN LAYANAN

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pelayanan 1. Identitas pemohon meiputi :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ paspor/ kartu
idenitas lainnya yang berlaku;

b. Surat Rekomendasi atau Surat Permohonan dari
pimpinan instansi/ lembaga swadaya masyarakat/
organisasi msyarakat/ badan publik lainnya;

c. Nomor kontak yang dapat di hubungi;

d. E-mail.

2. Mengisi formulir permintaan informasi publik yang
telah disediakan.

Sistem, mekanisme, 1. Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan/atau
dan prosedur pengisian formulir dalam website)

Pengguna layanan
menyampaiakan
permohonan data dan
informasi

Permohonan
di terima

Tidak Analisis ¢

Memenuhi
persyaratan ?

¢Va

Pengguna layanan
menerima data dan
informasi yang diminta

Keterangan :

a. Pengguna layanan menyampaikan surat
permohonan resmi kepada sekretaris Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah atau mengisi formulir
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permohonan informasi melalui website
https://pusdataru.jatengprov.go.id /ppid/;

b. Pengguna layanan menerima inforamasi dari
petugas di unit Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, yang menunjukkan bahwa
permohonan data dan informasi telah diterima;

c. Pengguna layanan menunggu hasil anlisis terhadap
surat permohonan data dan informasi, di mana :

1) jika data dan informasi yang diminta masuk
dalam kategori tidak dikecualikan, maka
pengguna layanan akan menerima surat yang
berisi data dan informasi sesuai permohonan
yang disampaikan sebelumnya secara daring
maupun langsung.

2) jika data dan informasi masuk dalam kategori
dikecualikan, maka pengguna layanan akan
menerima surat penolakan yang disertai dengan
alasan penolakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
secara daring maupun langsung.

2. Hadir langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Pangguna layanan datang
langsung dan membawa

parsyaratan permohanan data

dan infanmasi

Mengisi daftar tamu dan menunggu hasil

diziposii penugasan pemberi yanan data

dan infanmasi

l

T
o

-~
.__,..-'" Dapat H"\-\-\._h. Tl

'"\\d.utuhn ?
e

Pengguna layanan menerima konfirmasi
persetujuan byanan data dan informasi

|

Pengguna layanan diarshkan menuju
ruang pelayanan data dan informasi

l

; Pengguna kyanan meneiima
| data dan informasi dari petugas [/ |

pegEwal

Keterangan :

a. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan membawa
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kelengkapan persyaratan dan menginformasikan
permohonan data dan informasi kepada petugas
front office di lobi Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

b. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan

menunggu hasil disposisi jabatan Pimpinan Tinggi
Madya/Pratama kepada pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi yang akan memberikan
pelayanan;

c. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian

layanan data dan informasi yang diteruskan oleh
petugas front office dari unit kerja;

d. Apabila permohonan diterima, pengguna layanan

akan diarahkan oleh petugas front office ruang
pelayanan data dan informasi untuk ditemukan
dengan petugas yang memberikan layanan data dan
informasi; dan

e. Pengguna layanan menerima data dan informasi

oleh petugas/pegawai yang ditugaskan.

Jangka waktu

penyelesaian

Surat jawaban pemberian data dan informasi akan
disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat
permohonan diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa
Tengah dan dapat memperpanjang waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja; atau

Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan
menerima data dan informasi maksimal 1 (satu) jam
sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.

Biaya/tarif

Tidak ada biaya/tarif

Produk pelayanan

Surat jawaban dan/atau pemberian data dan informasi

terkait :
1. Data dan Informasi Hidrologi;
2. Data dan Informasi Studi dan Desain Bidang Sumber
Daya Air;
3. Data dan Informasi Ketersediaan Air Waduk;
4. Data dan Informasi Inventarisasi Kejadian Banjir;
5. Data dan Informasi RTRW
Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
pengaduan, saran, secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan masukan Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
JL. Madukoro Blok AA-BB, Semarang, Jawa Tengah
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung via:

a. telepon: 024-7608201;

b. faksimile: 024-7612334;

c. sms center: 081-390-075705
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d. e-mail: pusdataru@jatengprov.go.id atau
dpusdataru@gmail.com;
e. kanal pengaduan SP4N-Lapor dan Lapor Gubernur.

FEMOHON OPERATOR [ ADMIN KEFALA DINAS

admin wia email, sms dan s neruskan wang menangani

dian media sasial e ke Kepats Dinas untuk tindak banjut

Mengirim pengaduan ke == Menerima aduan E— Dispasisi Kebidang
1@:@

Jareeaban .
Jareeatian

Karelsi
J e
Kadinas

BIDANG - BALAI

Haasil tindak kanjut
ditaparkan kepada Kapala
Dinas sebagai bahan
pertimbangan
pengambilan keputusan

B. PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun
2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Sarana, prasarana,

1. Area Parkir;
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dan/atau fasilitas

NoaRebd

Ruang Tunggu;

Ruang Rapat;
Komputer;

Printer;

Jaringan Internet;
Database Kelembagaan.

Kompetensi Pelaksana

N —

Pendidikan minimal SMA;

. Mempunyai pengetahuan peraturan perundang-

undangan;

Mempunyai kemampuan untuk menjelaskan dan
diskusi;

Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;

Mempunyai kemampuan dalam bidang IT dan
Pemetaan.

Pengawasan internal

N —

. Dilakukan oleh atasan langsung;
. Rapat internal; dan
3.

Sistem pelaporan bulanan.

Jumlah Pelaksana

Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab
penyedia data dan informasi

Jaminan pelayanan

Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan
akuntabel.

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1.

Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
keamanannya dan digunakan semata mata hanya
untuk kepentingan pelayanan;

. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan

menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan.

Evaluasi kinerja

Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Pimpinan baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
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Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 000.8.3.4/1450

Tanggal : 31 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : REKOMENDASI TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR

A. PENYAMPAIAN LAYANAN

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pelayanan 1. Identitas pemohon meiputi :

a. Persyaratan perizinan meliputi Izin Lingkungan
(Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL), Dokumen
kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang
akan digunakan, perizinan berusaha yang dimiliki
sesuai dengan kegiatan usaha;

b. Surat Rekomendasi atau Surat Permohonan dari
pimpinan instansi/ lembaga swadaya masyarakat/
organisasi msyarakat/ badan publik lainnya;

c. Nomor kontak yang dapat di hubungi;

d. E-mail.

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Pengguna layanan
menyampaikan berkas
permohonan dan
persyaratan perizianan

Surat diterima Dinas PUSDATARU

Disposisi kepada Pejabat / Pegawai | €= Prov. Jateng
yang kompeten

v

Verifikasi dan cek kelengkapan
persyaratan dalam waktu 2 (dua) hari| ==y

kelengkapan
persyaratan ?

Dikembalikan ke pemohon / Tidak
pengguna layanan untuk di lengkapi <

Ya

Penelaahan / Pengkajian / analisis
berkas dan peninjauan lapangan
dalam waktu 10 (sepuluh) hari

!

Pembuatan Rekomendasi Teknis
dalam waktu 2 (dua) hari

Pengguna layanan
menerima data
rekomendasi teknis dari
petugas / pegawai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Keterangan :

a.

Pengguna layanan meynempaikan berkas
permohonan dan persyaratan ke Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah memberikan
disposisi kepada Kepala Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Teknis;

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
mempelajari usulan permohonan rekomendasi teknis
lalu mendisposisikan kepada staf  bidang
pengembangan dan pendayagunaan atau Tim
rekomendasi teknis;

Tim rekomendasi teknis memeriksa dan menganalisis
kelengkapan persyaratan rekomendasi teknis, jika
persyaratan sudah lengkap dan benar akan
dilanjutkan pembuatan rekomendasi teknis.
Penyampaian surat rekomendasi teknis kepada
pengguna layanan atau pemohon.

Jangka waktu

penyelesaian

Surat rekomendasi teknis akan disampaikan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah maksimal 14
(empat belas) hari kerja sejak surat permohonan
diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan dapat
memperpanjang waktu sesuai banyaknya Permohonan
rekomendasi teknis akan disampaikan.

Biaya /tarif

Tidak ada biaya/tarif

Produk pelayanan

Surat jawaban dan/atau pemberian data dan informasi
terkait :

1.
2.

Dokumen Rekomendasi Teknis Air Permukaan;
Dokumen Rekomendasi Teknis Kontruksi Bangunan
Sumber Daya Air;

Penanganan
pengaduan, saran,

dan masukan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

JL. Madukoro Blok AA-BB, Semarang, Jawa Tengah

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung via:

f. telepon: 024-7608201;

g. faksimile: 024-7612334;

h. sms center: 081-390-075705

i. e-mail: pusdataru@jatengprov.go.id atau
dpusdataru@gmail.com;

j- kanal pengaduan SP4N-Lapor dan Lapor Gubernur.
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PEMOHON OPERATOR / ADMIN KEPALA DINAS

Mengirim pengaduan ke # Menerima aduan # Disposisi Kebidang
admin via email, sms dan dan meneruskan yang menangani
media sosial ke Kepala Dinas untuk tindak lanjut
Jawaban Jawaban
Koreksi
/ Acc
Kadinas
BIDANG - BALAI
Hasil tindak lanjut
dilaporkan kepada Kepala
Dinas sebagai bahan
pertimbangan
pengambilan keputusan
B. PENGELOLAAN PELAYANAN
9. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

10.

11.

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang
Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 122  Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015
tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan
Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan
Sumber Daya Air;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016
tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun
2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

10. | Sarana, prasarana, 1. Area Parkir;
dan/atau fasilitas 2. Ruang Tunggu;
3. Ruang Rapat;
4. Komputer;
5. Printer;
6. Jaringan Internet;
7. Database Kelembagaan.
11. | Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal SMA;
2. Mempunyai pengetahuan peraturan perundang-
undangan;
3. Mempunyai kemampuan untuk menjelaskan dan
diskusi;
4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
S. Mempunyai kemampuan dalam bidang IT dan
Pemetaan.
12. | Pengawasan internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Rapat internal; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
13. | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang pegawai penanggung jawab Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Teknis
14. | Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
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diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan
akuntabel.

15. | Jaminan keamanan 1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
dan keselamatan keamanannya dan digunakan semata mata hanya
untuk kepentingan pelayanan;
pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan
menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan.
16. | Evaluasi kinerja Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Pelaksana

disampaikan kepada Pimpinan baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

S.R. EKO YUNIANTO
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